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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 359
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan bahwa Menteri Teknis menyusun
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan
Menteri Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5593);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 594);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 /Menkes/
Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang
selanjutnya disebut DAK Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah
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tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang
merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan
kesehatan nasional tahun 2015 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2015.

Pasal 2
(1) DAK Bidang Kesehatan diarahkan untuk kegiatan:
a. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar;
b. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

c. Subbidang Pelayanan Kefarmasian.

(2) Penggunaan DAK Bidang Kesehatan untuk kegiatan Subbidang
Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a digunakan untuk pemenuhan sarana, prasarana, dan
peralatan bagi Puskesmas dan jaringannya, meliputi:

a. Pembangunan baru Puskesmas/Puskesmas Perawatan; Rumah
Dinas dr/drg; Rumah Dinas Tenaga Kesehatan;

b. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas terutama di DTPK;

Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di daerah
terpencil/sangat terpencil terutama di DTPK;

d. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Mampu PONED di
terutama di DTPK;

e. Rehabilitasi Puskesmas Non Perawatan/Puskesmas Perawatan
karena rusak berat/total;

f. Penyediaan peralatan kesehatan, antara lain: Poliklinik set,
PONED set, Emergensi set, Imunisasi kit, Laboratorium set,
Promkes kit, dan Dental kit

g. Penyediaan sarana penunjang lain, antara lain: Solar Cell,
Generator, Radio Komunikasi, Cold Chain, Instalasi Pengolahan
Limbah, Alat Kalibrasi;

h. Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 Double
Gardan/Puskesmas Keliling Roda 4 biasa/Pengadaan Ambulans
Transportasi/Puskesmas Keliling Perairan;

i. Penyediaan kendaraan khusus Promosi Kesehatan Double Gardan
(Roda 4) di Kab/Kota;

j- Penyediaan peralatan Sistem Informasi Kesehatan di Kab/Kota.

(3) Penggunaan DAK Bidang Kesehatan untuk kegiatan Subbidang
Pelayanan Kesehatan Rujukan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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huruf b digunakan untuk pemenuhan/penyediaan sarana, prasarana
dan peralatan bagi Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota, meliputi:

a. Pembangunan/rehabilitasi sarana, prasarana dan penyediaan
peralatan tempat tidur kelas III;

b. Pembangunan/rehabilitasi sarana, prasarana dan penyediaan
peralatan IGD RS termasuk Ambulans;

c. Pembangunan/rehabilitasi sarana, prasarana dan penyediaan
peralatan ICU RS;

d. Pembangunan/rehabilitasi sarana, prasarana dan penyediaan
peralatan PONEK RS;

e. Pembangunan/rehabilitasi sarana, prasarana dan penyediaan
peralatan IPL RS;

f. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan penyediaan
peralatan UTD di RS;

g. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan penyediaan
peralatan BDRS;

h. Penyediaan Peralatan Kalibrasi di RS.

(4) Penggunaan DAK Bidang Kesehatan untuk kegiatan Subbidang
Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
digunakan untuk pemenuhan dan pengelolaan obat meliputi:

a. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan bagi fasilitas
pelayanan kesehatan dasar untuk Kabupaten/Kota;

b. Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana
pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota;

c. Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana
pendukung Instalasi Farmasi Provinsi.
Pasal 3

Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2015 dilaksanakan sesuai
Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 agar digunakan
sebagai acuan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam
pengelolaan dan penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2015.



